
BUPATI PULANG PISAU
PROVINSI I{ALIMANTAN TENGAH

PERATURAN DAERAH
I(ABUPATEN PULANG PISAU

NOMOR 8 TAIIUN 2ol23

TENTANG

PERUBAHAII ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TATIUN ANGGARAN 20/23

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang i a.

BUPATI PULANG PISAU,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat
(1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2,014 tentang
Pemerintahan Daerah dan pasal I77 Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol9 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib
mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) kepada Dewan Perwakilan Ralryat Daerah
(DPRD) untuk memperoleh persetujuan Bersama;

bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a., merupakan penrujudan dari perubahan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang
dijabarkan ke dalam Perrrbahan kebijakan umum
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran
Sementara yang telah disepakati bersama antara
Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan
Ral<yat Daerah (DPRD) pada tanggal 11 Juli 2023;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2023;

b.

C.



Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851), sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19
Tahun 2Ol9 tentang Perubahan Kedua
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2AA2 tentang
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2A19 Nomor 197, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6aA9l;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2OA2 tentang
Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten
Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten
Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten
Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan
Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan
Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO2 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a18O);
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2AA2 tentang
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korrrpsi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AA2
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2OO2 Tentang
Komosi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol9
Nomor I97, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6a}9l;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a286);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2AO4 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2AA4 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a355);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AO4
Nomor 1O4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor aa2\;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OI4 tentang
Pemerintahan Daerah (l,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2AL4 Nomor 224, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang I{omor 2 Tahun 2A22 tentang Cipta
Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
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4.

5.

6.
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9.

10.

11.

t2.

13.

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

B. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2oll tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol1
Nomor 82, Tarnbahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234),sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-UnCang
Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2oll
tentang tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 143,Tambahan
Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
Peraturan Pemerintah Nomor 1O9 Tahun 2OOO
tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan
Wakil Kepaia Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 2IO, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aO28);
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a5O2); sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
74 Tahlun 201,2 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Al2
Nomor L7t, Tarnbahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 53a0);
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2OO5
tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomcr a575);
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2OO5
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Repubiik
Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun
2OlO tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OIA Nomor 110, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a61fl;

a
J

14.



15. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2OO9
tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AA9
Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4972)1, sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peratrrran
Pemerintah Nomor 1 Tahun 2A18 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 5 Tahun 2OO9 tentang Bantuan Keuangan
Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol8 Nomor l, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6t77);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 7 t Tahun 2OlA
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 123, Tarrtbahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);

L7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2Ol2 Nomor 5, Tambahan Lembaratl Negara
Republik Indonesia Nomor 5272);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol7
tentang Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OI7 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
nomor 6Oa\;

19. Peraturan Pernerintah Nomor 18 Tahun 2Ol7
tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol7
Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia nomor 6057) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah omor
18 Tahun 2OL7 tentang Hak Keuangan dan
Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 68a71;

24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2OL8
tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6178);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018
tentang Pelaksanaan TUgas dan Wewenang
Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 1O9, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 622a\

22. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018
tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 62791;



23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2A19
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2Al9 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

24. Peratrrran Pemerintah Nomor 13 Tahun 2OL9
tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 63231;

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun
2Al2 tentang Pedoman Pengelolaan investasi
Pemerintah Daerah {Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol2 Nomor 75al;

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 2A36'), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12O Tahun
2A78 tentang perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2OL5 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2A18 Nomor 7571;

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun
2417 tentang Pengelompokan Kemampua.n
Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan
Pertanggungjawaban Dana Operaional (Berita
Negara Reprrblik Indonesia Tahun 2OL7 Nomor
ta67l;

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86
Tahun 2OLT tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah {Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
1312);

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun
2Ol8 tentang Tata Cara Penghitungan,
Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan,
Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban
Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol8
Nomor 630), sebagaimana telah diubah dengan
Peratrrran Menteri Dalarn Negeri Nomor 78 Tahun
2A2O tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2Ol8 tentang
Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan
Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan
Laporan Pertanggungiawaban Penggunaan Bantuan
Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2A2A Nomor 17771;



30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun
2079 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan
Gubernur,Bupati Dan Wali Kota Yang Bersumber
Dari Anggaran Pendapatan Dan Belarg'a Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol9
Nomor 9O2l;

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun
2Ol9 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah
(Berita Negara Repubiik Indonesia Tahun 2Al9
Nomor 111a);

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun
2419 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2Ol9 Nomor HaTl;

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun
2O2O tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi
Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan
Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2O2O Nomor 582l,, sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26
Tahun 2027 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2O2A
tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi
Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan
Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2O2l Nomor 910);

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2A2O tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2O2O Nomor 7781\;

35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomo 9 Tahun
2O2l tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan
Dan Belanja Daerah, Ranc€Lngan Peraturan Daerah
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala
Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
Dan Belanja Daerah, Dan Rancangan Peraturan
Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2O2t Nomor a3\;

36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun
2422 tentang Pedoman Pen5rusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 972);

37. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 4
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Pulang Pisau Tahun 2A76 Nomor O4);

38. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor
2 Tahun 2Ol9 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kabupaten trulang Pisau
Tahun 2Ol8-2A23 (Lembaran Daerah Kabupaten
Pulang Pisau Tahun 2A19 Nomor 02); sebagaimana
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telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Pulang Pisau Nomor 1 Tahun 2A2l tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Pulang Pisau Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2078-2023
(Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun
2O2l Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Pulang Pisau Nomor O1);

39. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 7
Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran
Daerah Tahun 2023 Nomor O7,Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor OO7);

40. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 8
Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun
2422 Nomor O8).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAITYAT DAERAH
KABUPATEN PULAIIG PISAU

dan

BUPATI PULANG PISAU

MEMUTUSI(AN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pulang Pisau.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau.

4. Bupati adalah Bupati Pulang Pisau.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD
adalah Lembaga Dewan Perwakilan Ralryat Daerah yang berkedudukan
sebagai unsur penyelen ggara Pemerintahan Daerah.

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat
APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan
dengan Peraturan Daerah.

7. Pendapatan Daerah adalah sernua
penambah nilai kekayaan bersih
berkenaan.

hak Daerah yang diakui sebagai
dalam periode tahun anggaran



8.

9.

11.

t2.

13.

1Ar+.

15.

r(f.

18.

L9.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah
dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut
berdasarkan Peraturan Daerah.

Pendapatan Transfer adalah Pendapatan yang berasal dari entitas
pelaporan lain.

10. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib pajak kepada daerah yang
terutang oleh or€rng pribadi atau badan yang bersifat memaksa
berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara
langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya
kemakmuran ralqrat.

Retribrrsi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan
Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang
khusus disediakan danl atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk
kepentingzln orang pribadi atau Badan.

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah adalah pendapatan Asli
Daerah di luar Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan hasil pengelolaan
kekayaan daerah yang dipisahkan.

Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui
sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran
berkenaan.

Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan
sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.

Belanja Modal adaiah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap
dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode
akuntansi.

Belanja tidak terduga adalah pengeluaran anggaran atas Beban
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk keperluan darurat
termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

L7. Belanja Transfer adalah pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah
kepada Pemerintah Daerah lainnya danlata.u dari Pemerintah Daerah
kepad.a Pemerintah desa.

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali
danf atau pengeluaftm yang akan diterima kembali baik pada tahun
anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SILPA adalah
selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1

(satu) periode anggaran.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 semula
sebesar Rp. 1 . 147 .A 16.433.000,OO bertambah sebesar Rp.22 7 .O54.528.7 23,55
sehingga menjadi Rp. 1 .374.07A.961.723,55 dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daei-al'r

1. Semula

2. tsertambahi (berkurang)

Jumlah pendapatan daerah
perubahan

Rp. 1.095.O16.433.OOO,OO

Rp. 98.991.703.392,00

setelah
Rp. 1. 194.O08. 136.392.OO



b. Belanja Daerah
1. Semula Rp. 1.147.016.433.000,00

2. Bertarnbah/(berkurang) Rp' 227 '054'528'723'55

Jumlah belanja daerah setelah perubahan Rp. 1.374.070.961.723.55
c. Pembiayaan Daerah

1. Penerirnaarl Pembiayaan

a) Semula Rp. 55.0OO.0OO.0O0,00
b) Bertambah/(berkurang) Rp. 131.062.825.331,55

Jumlah Penerimaan Pembiayaan
setelah perubahan Rp. 186.O62.825.331.55

2. Pengeluaran pembiayaan

a) Semula Rp. 3.OOO.0OO.OOO,0O

b) Bertambah/(berkurang) Rp. 3.0O0.0OO.OOO,OO

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah
perubahan Rp. 6.OOO.OOO.OOO.OO

Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan Rr:. tgO.O62.gZS.SSt.SS
Sisa lebih pembiayaan anggaran
setelah Rp. 0.00
perubahan

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
huruf a, bersumber dari:

a. Pendapatan asli daerah
1. Semula Rp. 75.25O.OOO.OOO,OO

2. Bertambah/(berkurang) Rp.42.717.776.306,A0
Jumlah pendapatan asli daerah setelah
perubahan Rp. 117.961.176.3O6.0O

b. Pendapatan tralsfer
1. Semula Rp. 1 .019.766.433.000,00
2. Bertambahl(berkurang) Rp. 5.OOO.OOO.000,00
Jumlah pendapatan transfer setelah
perubahan Rp. 1.O24.766.433.0OO.O0

c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah
1. Semula Rp. O,0O

2. Bertambah/(berkurang) Rp. 51.280.527.A86,AA
Jumlah pendapatan transfer setelah
perubahan Rn. 51.28O.527.086.OO

Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a,
bersumber dari:

a. Pa.jak daerah;

1. Semula Rp. 56. 1 1 1.5OO.0O0,O0

2. Bertambah/(berkurang) Rp. 38.741.953.24O,OO

Jumlah pajak daerah setelah perubahan Rp. 94.853.453.240.00



b. Retribusi daerah;

1. Semula Rp.2.510.837.000,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp. 1.187.25O.000,OO

Jumlah retribusi daerah setelah
perubahan Rp. 3.698.O87.O0O.OO

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan;
1. Semula Rp.942.536.465,OO

2. Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah hasil pengelolaan kekayaan
daerah setelah perubahan Rp. 942.536.465.OO

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;

1. Semula Rp. 15.685.126.535,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp.2.781.973.A66,A0
Jumlah lain-lain pendapatan asli
daerah yar:g sah setelah perubahan Rp. 18.a67.O99.601.OO

{2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b,
bersumber dari:

a. Transfer Pemerintah Pusat

1. Semula Rp. 984.766.433.000,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp. 0,O0

Jumlah transfer pemerintah pusat
setelah perubahan Rp. 984.766.433.OOO.00

b. Iransfer Antar Daeratr
1. Semula Rp. 35.000.000.000,00
2, Bertarnbah/(berkurang) Rp. 5.OOO.OOO.OOO,OO

Jumlah transfer antar daerah setelah
perubahan Rp. 4O.OO0.0OO.O0O.O0

(3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud daiam
Pasal 3 huruf c, bersumber dari:
a. Pendapatan Hibah

1) Semula Rp. O,OO

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 51.280.527.A86,00
Jumlah Pendapatan Hibah setelah
perubahan Rn. 51.28O.527.O86.O0

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b,
terdiri atas:

a. Belanja Operasi

1 . Semula Rp. 7O 1 .778.L97 .L45,OO

2. Bertambah/(berkurang) Rp. 114.7AO.O9G.944,55

Jumlah belanja operasi setelah perubahan Rp. 816.478.894.089.55
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b. Belanja Modal

1. Semula Rp. 304.916.324.293,00

2. Bertarnbahfperkurang) Rp. 96.601.625.579,00

Jumlah belanja modal setelah perubahan Ro. 4O1.517.949.872-OA

c. Belanja Tidak Terduga;

1. Semula Rp.2.091.811.462,OO
2. Bertambah/(berkurang) Rp. (50O.OOO.OOO,OO)

Jumlah Belanja tidak terduga setelah
perubahan Rp. 1.591.811.462.OO

d. Belanja Transfer

1. Semula Rp. 138.23O.1OO.1O0,O0

2. Bertarnbahl(berkurang) Rp. 16-252.206.200,00

Jumlah belanja transfer setelah perubahan Rp. 154.482.3O6.3OO.OO

Pasal 5

(1) gelanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a,
terdiri atas:
a. Belanja Pegawai

1. Sernula Rp.368.682.238.495,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp. (6.246.597.909,43\
Jumlah belanja pegawai setelah
perubahan Rp. 362.435.640.585.57

b- Belanja Barang dan Jasa

1. Semula Rp.314.964.343.650,00
2- Befiarr.bah.l(berkurang) Rp. 1L3-47O.594.853,98

Jumlah belanja Barang dan Jasa setelah
perubahan Rp. 423.434.938.503.98

c. Belanja Hibah

1. Semula Rp. 18.131.615.000,00
2. Bertambahl (berkurang) Rp. 7 .476.7A0.000,00
Jumlah belanja hibah setelah perubahan Rrl. 25.608.315.000.00

(2) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h,
terdiri atas:
a. Belanja Modal Tanah

1. Semula Rp. 35O.O0O.OOO,O0

2. Bertarnbah/(berkurang) Rp. 2A8.765.000,00
Jumlah belanja modal tanah setelah
perubahan Rp, 558.765.OOO.00

b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

1. Semula Rp.22.746.882.743,0O
2. Bertambah/(berkurang) Rp. 9.602.91S.254,5O

Jumlah belanja modal peralatan dan
mesin setelah perubahan Rp. 312.3,49.798.992.5O
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c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

1. Semula Rp. 89.689.707 .442,AA

2. Bertambah/(berkurang) Rp.23.196.659.124,00
Jumlah belanja modal gedung dan
bangunan setelah perubahan Rp. 112.886.366.566.OO

d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi

1. Semula Rp. 792.729.733.108,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp. 63.549.076.200,50
Jurnlah belanja modal jalan, Jaringan,
dan Irigasi setelah perubahan Ro. 255.678.8O9.3O8.50

e. Belanja Modal Aset ?etap Lainnya
1. Semula Rp. 0,O0

2. Bertambah/(berkurang) Rp.44.2LO.OOO,OO

Jumlah belanja aset tetap lainnya setelah
perubahan Rp. 44.21O.OOO.OO

(3) gehnja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c,
terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:

1. Semula Rp. 2.O91.811 .462,AA

2. Bertambah/(berkurang) Rp. (5OO.OOO.OOO,OO)

Jumlah belanja tidak terduga setelah
perubahan RP. 1.591.811.462.O0

(a) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d,
terdiri atag:

a. Belanja Bagi Hasii

1. Semula Rp.638.O00.000,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah belanja bagi hasil setelah
perubahan Rp. 638.OOO.0O0.0O

b. Belanja Bantuan Keuangan

1. Semula Rp. 137.592.1AO.10O,OO

2. Bertambahlperkurang) Rp. 16.252.206.200,00

Jumlah belanja bantuan keuangan
sctelah perubahan Rp. 153844.3O6.3OOOO

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
huruf c, terdiri atas:

a. Penerimaan Pembiayaan

1. Semula Rp. 55.000.000.000,00
2. Bertambahl(berkurang) Rp. 13l.O62.B2S.gg1,Ss

Jumlah penerimaan pembiayaan setelah
perubahan Rp. 186.O62.825.331.55
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Pasal 8

(1) Penerirnaan pembiayaan sebagairnana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a,
terdiri atas:
a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya

b. Pengeluaran Pembiayaan.

1. Semula

2 . Bertarnbah I (berkiirang)

Jumlah pengeluaran pembiayaan
perubahan

1. Semula

2. Bertambah/(berkurang)

1. Semula

2. Bertambah/(berkurang)
Jumlah penirertaan modal daerah
perubahan

Rp. 3.O00.OOO.0OO,OO

Rp. 3.O00.0OO.0O0,OO

setelah
Rp. 6.O00.OOO.OOO.00

Rp. 55.OO0.0OO.O00,O0

Rp. 131 .O62.a25.331,55

Rp. 3.OOO.OOO.OOO,OO

Rp. 3.0O0.00O.0O0,00

setelah
Rp. 6.00o.ooo.o0O.Oo

Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun
sebelumnya setelah perubahan Rp. 186.062.825.331.55

(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
huruf b, terdiri atas:
a. Penyertaan Modal Daerah

Pasal 9

(1) Daram keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan
peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan
pengeluaran yang belum tersedia ariggarannya dan latau pengeluaran
melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang
selanjutnya dimasukan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun Anggaran 2023? dengan
tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan
peraturan kepala daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan
pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam
Laporan Realisasi Anggaran.

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial danf atau kejadian
luar biasa;

b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
c- kerusakan sarana/prasarana yang dapat lnengganggu kegiatan

pelayanan publik.
(3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

melipi;ti:

a. kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang
anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
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b. beianja daerah yang bersifat merrgikat dan belanja yang bersifat
r,vajib;

c. Pengeluaran daerah ),ang berada di luar kendali Pemerintah Daerah
dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta arnanat
perturan perundang-undangan; dan/atau

d. pengeiuaran daerah lainnya yang apabiia ditunda akan
menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah
dan atau masyarakat.

Pasal 1O

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana
dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut
Akun Kelornpok dan ienis Pendapatan, Belanja, dan
Pembiayaan;

2. Lampiran Ii Ringkasan Perubahan APBD Menurut Urusair
Pemerintahan Daerah dan Organisasi;

3. Lampiran iii Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan,
Sub Kegiatan, Akun, Kelompok, Jenis Pendapatan,
Belanja, dan Pembiayaan;

4- Larnpiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja daerah dan
kesesuaian Menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Orsanisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan:

5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan belanja daerah Untuk
Keselarasan dan fungsi dalarn kerangka pengelolaan
keuangan Negara;

6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;

7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;

8. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah
Lannnya;

9. Lampiran IX Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan asei
tetap daerah;

i0. Lampiran X Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset
lain-lain;

11. Lampiran XI Daftar sub kegiatan tahun anggaran sebelumnya )/ang
belum diselesaikan dan dianggarkan kembali daiam
tahun anggaran yang direncanakan;

12. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan;

13. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah.
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Pasal 11

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan APBD sebagai
landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Pulang Pisau.

Ditetapkan di Pulang Pisau
pada tanggal, 18 Agustus 2023

BUPATI PULANG PISAU,

PUDJIRUSTATY NARANG

Diundangkan di Pulang Pisau
pada tanggal, 18 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAII

PULANG PISAU,

KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 20.23 NOMOR ()8

REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH : ( O8,4412o.231
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PENJELITSAN

ATAS

PERATURAN DAERAII KABUPATEN PULANG PISAU

NOMOR 8 TAHUN 20/23

TENTANG

PERUBAIIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BEI"ANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 20/23

I. UMUM

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan rencana kegiatan
dan penyelenggaraan pelayanan umum dan pembangunan. Proses Pen5rusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah telah melalui mekanisme yang
diawali pen5rusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan penlrusunan
Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang dilakukan Pemerintah Daerah
bersama-sama DPRD.

Pen5rusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Pulang Pisau Tahun Anggaran 2023, disusun berdasarkan prinsip
sebagai berikut:
a. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Llrusan pemerintahan yang

menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau;
b. Tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efesien,

ekonomis, efektif, bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan,
kepatutan dan manfaat untuk masyarakat di Kabupaten Pulang Pisau;

c. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan
akses informasi seluas-luasnya tentang APBD;

d. Partisipatif, dengan melibatkan masyarakat; dan
e. Tidak bertentangan dengan kepentingan trmtrm, Peraturan

Perundang-undangarl yang lebih tinggr dan Peratrrran Daerah lainnya.
Untuk menjaga konsistensi program pembangunan daerah, maka APBD

Perubahan Tahun Anggaran 2023 diarahkan pada skala prioritas dengan titik
berat pada Sektor Pendidikan, Sektor Infrastruktur, Sektor Kesehatan dan
Sektor lainnya sesuai dengan tingkat kebutuhan riil daerah.

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, rnaka perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2A23.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.
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Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 1O

Cukup jelas.

Pasal 1 1

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

TAIYIBAIIAN LEMBARAN DAERATI I{ABUPATEN PUI,ANG PISAU NOMOR OO8
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